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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai
Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah
menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:
PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu

rumah tangga, tempat tinggal di JI. XXXX XXX, RT001
RWO001, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXX
XXXXLaut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan
Riau, sekarang Berdomisili di JI. XXXXXXXXX, RT003
RW008 XXXX XXXX, Kelurahan  XXXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna,

Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon
08519804 XXXX, dan Domisili elektronik
XXXXXXXX2@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan,
tempat tinggal di JI. XXXX XXX, RT0O01 RWO001, Desa
XXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXXLaut,
Kabupaten  Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka
sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 22
Agustus 2024, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan
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register Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Ntn, tanggal 26 Agustus 2024. lIsinya
sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Sedanau pada tanggal
16 Oktober 2023, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi
Kepulauan Riau, Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:
2103XXXXXXX003 tanggal 16 Oktober 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah kediaman orang tua Tergugat di XXXXXX, Desa XXXXXX,
Kecamatan XXXXXXX XXXXLaut, selama 6 (enam) bulan, kemudian
Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman kontrakan di XXXXXX,
Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXXLaut, selama 4 (empat) bulan,
sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah
kediaman kontrakan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul
sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulanya rukun akan
tetapi sejak bulan Mei tahun 2024, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan:
a. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat, bahkan
Tergugat sering membentak Penggugat didepan orang banyak, sehingga
membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
b. Tergugat selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak
pernah melakukan sholat lima waktu, bahkan Tergugat juga tidak pernah
mengajak Penggugat untuk sholat bersama dan Tergugat tidak bisa
menjadi imam yang baik terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada
tanggal 11 Juli tahun 2024, yang mana Penggugat sudah tidak sanggup lagi
dengan perilaku dan sifat Tergugat sebagaimana yang tersebut diatas angka
(4), sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat,
sekarang Penggugat tinggal di rumah kediaman saudara Penggugat yang
beralamatkan di JI. XXXXXXXXX, RT003 RW008, Kelurahan XXXXXXXX,
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Kecamatan XXXXXXX XXXX, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di
dirumah kediaman kontrakan yang beralamatkan di Jl. XXXX XXX, RT001
RWO0O01, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX XXXX, selama
berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan
bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri,
namun antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh
pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi
melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk
membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung
segala akibat hukum atas perceraian ini;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari
persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa
dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
SUBSIDER
Apabila Majelis Hakim/Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat
telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang
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sendiri secara pribadi menghadap sidang. Sementara itu, Tergugat tidak pernah
hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang
sah untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara sah menurut
peraturan perundang-undangan berlaku, dan menurut Hakim ketidakhadiran
Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Penggugat pernah hadir pada sidangan pertama, namun tidak
pernah hadir lagi pada sidang lanjutan sebanyak dua kali berturut-turut.
Meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan menurut
Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang
dibenarkan undang-undang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup
menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan
upaya perdamaian oleh Hakim, namun tidak berhasil, dengan demikian telah
terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat yang pernah hadir pada sidangan
pertama, namun tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada
persidangan berikutnya, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, dan menurut Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan
alasan yang dibenarkan undang-undang. Sehingga Hakim menilai bahwa
Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya. Oleh
karena itu, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Pengadilan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima
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(Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 Miladiyah, bertepatan dengan
tanggal 14 Rabi’ul Awal 1446 Hijriyah, oleh NUR FATAH, S.H.l., M.H.l. sebagai
Hakim tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor
10/KMA/HK.05/1/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ |zin
Sidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu
juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh SELVY ANITA ARISANDY, S.H. sebagai

Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

NUR FATAH, S.H.l., M.H.l.

Panitera Pengganti,

SELVY ANITA ARISANDY, S.H.
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Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran : Rp 30.000,00
Proses/Administrasi : Rp 75.000,00
Panggilan : Rp 200.000,00
PNBP . Rp 20.000,00
Redaksi . Rp 10.000,00
Meterai - Rp 10.000,00

Jumlah Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

oukhwbnE
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